
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis (Membership)
 
Upaya pemberdayaan masyarakat melalui program Raksa Desa: studi
kasus di desa Jayamukti kecamatan Cikarang Pusat kabupaten Bekasi
 
Deskripsi Dokumen: http://lib.ui.ac.id/bo/uibo/detail.jsp?id=96961&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Program Raksa Desa di Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang

Pusat Kabupaten Bekasi, yang bertujuan memahami upaya pemberdayaan masyarakat melalui program,

manfaat program, dan kendala dalam implementasi program. Penelitian ini mempunyai arti penting, karena

program dimaksud merupakan program baru yang digagas dan diluncurkan oleh pemerintah Propinsi Jawa

Barat di era Otonomi Daerah secara luas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tabun 1999, yang mulai

dilaksanakan tahun 2003 dan direncanakan diberlakukan bagi seluruh desa dan kota di Propinsi Jawa Barat

hingga tahun 2007. Sebagai program baru, dimungkinkan terjadi kekeliruan khususnya dalam implementasi

yang merupakan tahap esensial dalam upaya pemberdayaan. Untuk itu, basil penelitan ini dapat berfungsi

sebagai input bagi policy maker guna melakukan perbaikan implementasi program berikutnya. Pendekatan

dan Janis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu informasi tentang

pemahaman, pandangan, dan tanggapan para informan dilapangan yang menghasilkan data deskriptif, yakni

gambaran nyata pelaksanaan program secara sistematis dan faktuaI. Data tersebut diperoleh melalui teknik

wawancara mendalam dengan para informan, disamping studi dokumentasi, dan observasi. Penentuan

informan di lakukan secara purposive sampling (non probability), yakni atas dasar penilaian bahwa para

informan mengetahui secara balk pemasalahan yang sedang diteliti. Untuk itu, informan dalam penelitian ini

adalah Ketua dan Anggota Pokmas; Ketua Satuan Pelaksana (Satlak) Desa, Sarjana Pendamping, unsur

Pemuka Masyarakat, dari unsur 13adu.i Perwakilan Desa (BPD). Sebagai alat analisis hasil penelitian

lapangan, digunakan kerangka teori pemberdayaan untuk memahami program dalam meningkatkan

kemampuan dan kemandirian komunitas sasaran, baik secara individu maupun kelompok dalam upaya

memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang dihadapi. Konsep pemberdayaan juga digunakan untuk

melihat bagaimana kelompok mampu memfasilitasi para anggota untuk bekerjasama dalam mencapai

tujuan, dan bagaimana masyarakat mengorganisir diri melalui kelembagaan Satlak Desa yang

dikembangkan. Perhatian juga diarahkan pada keterlibatan masyarakat dalam pembentukan dan kegiatan

kelompok serta dalam kelembagaan Satlak Desa untuk mengetahui proses pemberdayaan melalui

implementasi program. Hasil penelitian lapangan menunjukkan tidak terjadinya upaya pemberdayaan

melalui Program Raksa Desa, karena tidak ada partisipasi dan kemandirian dari masyarakat khususnya

komunitas sasaran yang rnerupakan prasyarat bagi upaya pemberdayaan. Hal itu terlihat dari sejak awal

kegiatan (persiapan dan perencanaan), yang antara lain adalah kegiatan sosialisasi program melalui forum

musyawarah desa, dimana komunitas sasaran tidak dilibatkan. Forum dimaksud hanya dihadiri oleh alit

desa, yaitu unsur pemuka masyarakat, perangkat desa, dan unsur BPD, disamping tentunya pengurus

lembaga Satlak Desa. Demikian halnya pada implementasi program, yaitu pelaksanaan pembangunan

prasarana desa dan penyaluran modal bergulir kepada komunitas sasaran, serta pemantauan, pengawasan,

dan evaluasi, masyarakat khususnya komunitas sasaran tidak terlibat secara aktif, dimana dalam konteks

pemberdayaan, keterlibatan masyarakatlkomunitas sasaran merupakan elemen penting. Hasil program
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memang telah dirasakan oleh masyarakat khususnya komunitas sasaran, baik pembangunan prasarana yang

antara lain menambah kelancaran transportasi dan komunikasi antar warga, serta penyediaan air bersih bagi

warga, maupun bantuan pinjaman modal bergulir yang antara lain untuk menambah modal usaha dan juga

sebagai Modal awal usaha. Akan tetapi, unsur penting dalam upaya pemberdayaan, yaitu proses belajar

sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan baik kebutuhan diri, keluarga, kelompok, dan masyarakat,

maupun proses belajar memecahkan masalah tidak berlangsung. Kendala dalam implementasi program

antara lain adalah kctidaktahuan di kalangan masyarakat sendiri dan kecenderungan prilaku aparat

pemerintah yang masih bersifat paternalistik feodalistik (birokrasi tradisional). Rekomendasi yang diajukan

adalah: (a) perlu dilakukan kegiatan pelatihan dan pemantapan secara intensif bagi para pelaksana program

mulai tingkat propinsi hingga tingkat lapangan (desa), dalam upaya peningkatan pemanaman mereka balk

mengenai teknis operasional dan manajemen penyelenggaraan program maupun perspektif pembangunan

berpusat pada manusia; (b) perlu dilakukan kegiatan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi oleh para

pelaksana program mulai tingkat propinsi sampai tingkat lapangan secara profesional, dan yang tidak kalah

penting adalah perlunya melibatkan komunitas sasaran dalam rangkaian kegiatan dimaksud sejak assesment

hingga evaluasi; (c) perlu kecermatan penanggungjawab program dalam merancang program pemberdayaan

secara profesional, dengan mempertimbangkan berbagai aspeknya, antara lain adalah ketersediaan dana dan

kesiapan sumber daya manusia yang cakap, terampil, dan berdedikasi.


